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DEI{GAIT RAHMAT TI'HAIT YA G MAIIA ESA

BUPATI VAI(ATOBI,
bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati
kesatuan masyarakat hukum adat serta hal<
tradisionalnya sepaljang masih hidup dan sesuai
dgngan perkembangan masyarakat dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indoncsia schubungan
dengar pengelolaan wflayah perairan, pesisir, Iaut
dan pulau-pulau di Kabupaten Wakatobi yang
memiliki nilai kearifan lokal sehingga perlu dljaga
kelestarian dan kealekaragaman hayatinya, maka
dipaldang perlu mengatur Perlindungan dan
Pengelolaal Sumber Daya Pesisir dan Laut
Berbasis Masyarakat Hukum Adat Kawati dalam
Wilayah Pulau Tomia di Kabupaten Wakatobi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkar
Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut
berbasis Masyarakat Hukum Adat Kawati dalam
Wilayah PuLau Tomia di Kabupaten Wakatobi;

Undang-Undaag Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya ALam Hayati dan
Ekosistemnya (Lembaran Negara Republi!
Indonesia Tahun 199O Nomor 49, Tambahan
l,embararr Negara Reputrlik Indonesia Nomor
34r 9);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan Indonesia (i.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3647)t

Undalg-Undalg Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahal Lembaran
Negara Reput lik Indonesia Nomor 4433)

b.

2.

3.
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4.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahi
Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004tentang, Perikanan ll€mbaran Negara Repubtik
lhdonesia Tahun 20O9 Nomor 154, .famLatan
Lembarai Negara Repubtik Indonesia Nomor
5073);

Undang-Undang Nomor 27 Ta_hun 2OO7 tentarg
Pengelolaal Wilayah pesisi dan pulau_pulau Kecfi
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia,4739) sebagaimana telal diubah d;ngan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tenting ,

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahui
2OO7 ter,l(ar1g Pengelolaan Wilayai pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil (i.embararr Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2. Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
5490);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 renrang
Perlindungan darl Pengelolaan Lingkungan Hidup
(l,emba-ran Negam Republik Indonesia Tahun 2OO9
Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomo. 5059);

Urda.ng-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Ird.rbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Norno, 23 Tahun 2014 tante-rrg
Pemerintahan Daerah (l€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
I-embararr Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimara telah diubah dua kali, terakhir
dengan Undang-Undalg Nomor 9 Tahun 2O15
tentang Perubalan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2OO7 tentang
Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4779);

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2O1O
tentarrg Pemanfaatan Pulau-Puliau Kecil Terluar
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O

5.

6.

7.

8.

9.
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Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoaesia Nomor 5151);

10. Peraturan presiden Nomor 121 Tahun 2012
. tentang Rehabilitasi Wilayah pesisir aan pulau_
Htlau Kecil (Lembaran Negara Republik lndonesia
Talur, 2012 Nomor 266);

11. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor
PER.l7/MEN/20O8 tentang Kawasan Konservasi
di Wilayah pesisir dan pualu_pulau Kecil;

12. Peraturan Menteri Kelauta! dan perikalan Nomor
PER.20IMEN/2008 tentang pemanfaatan pulau_
Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya;

13. Peraturan Menteri Kelautan darr perikanar Nomor
PER.O2/MEN/2OO9 tenterrs Tata cara panetariq,r
Kawasan Konservasi Perairan;

14. Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor
PER.O4IMEN/2010 tentang Tata Cara
Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik lkan;

15, Peraturan Menteri Kelautan da1r Perikanan Nomor
PER.30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan
dan Zonasi Kawasaa Konservasi Peraira!;

16. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2Ol4 tentang Pedornan Pengakual dan
Pdrlindungan Masyatal{at Hukum Adat (Berita
Negara Republik Indonesia Ta}un 2014 Nomor
9s1);

17. Peraturar Menteri Kelautar darr Perikaaan Nomor
8/PERMEN-KP/2O 18 tentalrg Tata Cara Penetapan
Wilayah Kelol,a Masyamkat Hukum Adat dalam
Pemanfaatan Ruang di Wilayah Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil (Berita Negar:a Republik lndonesia
Tahun 20148 Nomor 330);

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tah un 2016 tentang
Pernbentukan dan Susunaa Perangkat Daerah
Kabupaten wakatobi (Lembaran Daerah
Kabupaten Wa-katobi Tahun 2016 Nomor 5);

19. Per:aturan Daeral Nomor 6 Tahun 2Ol7 teritan'g
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi
(l.€mbaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun
2017 Nomor 6);

20. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
KEP.38/MEN/2o04 tentang Pedoman Umum
Pengelolaan Terumbu Karang;

3

Hkm.drld,rbh ,]14146



IIEMUTUSKAIT:

Menetapkan: PERATITRAI{ BITPATI TEIITA-IIG PERLIIIDIIIIGAI{
DAI{ PEtrGELOLAAIT SUMBER DAYA PESISIR DAITLAOT BERAASIS MASIYARAKAT IIUKI'trI AI'AT
I(AWATI DAI,,A UILITYAII PULAU ?OMIA DI
KABI'PATETT WAXAT{)BI.

BAA I
KEf,EI{TUAI{ UMUU

Pasal 1

Dalan Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengal ;

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan dairah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Pedindungan- ldalah terpeliharalya proses ekologis yang

lnenl1jang kelalgsungan kehidupan untuk meningkatkaa
kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia."

5. Masyarakat adalah masyarakat adat Kawati yang bermukim di
Pulau Tomia.

6. Heole-olea adalih suatu proses yang dila.l<ukan gleh masvarakat
neLayan dari persiapan sampai pada penangkapan ikan Ole yang
beruaya secara bergerombol pada bulaar .luli dan buhn agustus
(bularl 2 dafr bulan 3 dilangit) dan bertelur pada tempat tertentu
seperti di Uju Nuheole-olea pulau Sawa, Onemobaa, kntea,
Hondue dan Mongrngr.

7. Masyarakat hukum Adat adalah kelompok masyarakat pesisir
yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis
tertentu karena ada{rya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya
hubungan yang kuat dengan adaaya sumber daya pesisir dan
pulau-pulau kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan
pranata ekonomi, politik, sosial, dam hukum.

8. Kearifan l,okal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlalu dalam
tata kehidupan masyarakat untuk a{rtara lain melindungi dan
mengelola lingkungan hidup secara lestari.

9. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberial fasilitas,
dorongan atau bantuan kepada Masyarakat Pesiair agar marnpu
menentukan pitihan yang terbaik dalam memaniaatkaD sumber
daya pesisir dan laut secara lesta-ri.

10. Pemberdayaan Masyaralat adat adalah proses pembangunan
dimarra masyarakat adat berinisiat.if memulai proses kegiatan
sosial darr kondisi diri sendiri.
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11 HukyI Adat adalah sepera.ngkat norma atau aturan, baik yangtertulis maupun tidak tertulis, yang hidup aan Ueriatu untutmengatur tingkah laku manusia yalg birsumber pada nilaibudaya bangsa Indonesia, yang diwariskan *"r.a t.*o
temurun, yang'senantiasa ditaati Ial dihormati "rr1utt"al.,dan- ketertiban rhasyaral<at, dan mempunyai afOUt frutu- Oan
sanksi.

12. Pulau Kecil ada.lah pulau dengan luas lebih kecil atau sama.lengan 2000 kmz (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan
ekosistemnya.

13. Wilayah Pesisir adalah kawasan peralihan yang menghubungkan
ekosistem darat dan laut yang sangat rentar te;hadai perubahan
altivitas manusia di darat dan laut.

14. Wilayah Adat adalah tanah adat ya-ng berupa tanah, air, dan atauperairan beserta sumber daya alam yang ida di atasnya dengan
batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan
secara turun termurun dan secara berkelaljutan untuk
memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui
pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa
tana}t ul,ayat atau hukum adat.

15. Insentif ekonomi, sosial dan budaya adalah nilai yang didapat
oleh sa-ra adat atas pengelolaan dan pemanfaatan suatu wilayah
adat oleh pihal( lain.

16. Potapaki ada.lah adatah rapat luar biasa yang dilakukan oleh sara
adat Kawati untuk menyepakati dan memutuskan suatu perkara
secara musyawa-rai adat.

17, Majelis Sara Kawati adalah majelis yang beranggotalan para
mantar pemangku sara adat Kawati dar menjadi dewan
pertimbangan bagi sara adat yang sedang menjabat saat ini.

18. Sidang Adat adalah musyawarah adat yang biasa dilakukan
untuk menyepakati beberapa hal yang berhubungan dengan
kepentingan bersama seperti rencana kerja yang akan dilalukan
oleh sara adat.

BAB II
MAKSI'D DAN TU.'UAIT

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkinnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai

acual dalam pranata penyelenggaraaa kehidupan masyarakat
dalam wilayah adat Kawati Pulau Tomia.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adatah untuk
menyamakan pemahaman terhadap hak Masyarakat Hukum
Adat dan kearifai lokal atas wilayah pesisir dan laut yang telah
dimanfaat-kan secaja turun temurun.
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(1)

BIIB III
PRIITSIP DAIT RUAITG LIITGKUP

pasal 3
Prinsip P_erlindungan dan pengelolaan Sumber Daya pesisir darr
Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat Kawati meliputi :

a. kedaulatan;

b. keberlanjutan;

c. konsisteasi;

d. pemanfaatan;

e. peran serta masyarakat;

f. berkeadilan; dal
g. kesejahteraan.

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah pemanlaatan
7-ana lrrti/Daerab Perlindungan darr pengelolaal sumber daya
wilayah Pesisir dan Laut berbasis masyarakat hukum adat Kaw;ti
dalam wilayah PuLau Tomia di Kabupaten Wakatobi yang oleh
masyarakat hukum adat diatur dalam wilaya_h adat.

7,o1]a ll].tj/Daeruh Perlindungan dan pengelolaan sumber daya
wilayah Pesisir dan laut sebagaima-na dinalsud pada ayat (2)
merupalan;

a. daerah pemiiahan, pengasuhan dan/atau alur ruaya ikan;
b. habitat bi;a perairan tertentu yang . prioritas dan

khas/ endemik, langka dan/atau kharismatik;
c. mempunyai keanekaragamal jenis biota perairan beserta

ekosistemnya;

d. mempunyai ciri khas ekosistem alami, dan mewakili
keberadaan biota tertentu yang masih asli;

e. mempunyai kondisi perairan yang relatif masih asli dar tidak
atau belum diganggu manusia;

f, mempunyai luasan yang cukup i.rntuk menjamin
kelangsungan hidup jenis-jenis ikan tertentu untuk
menunjalg pengeloLaan perikanan yang efektif dan menjamin
berlalgsungnya proses bio-ekologis secara alami; dan

g. mempunyai ciri khas sebagai sumber plasma nutfah bagi
Kawasan Konsewasi Perairan.

Pasal 4

Masyarakat Hukum Adat memiliki karakteristik :

a. sekelompok masya.rakat secara turun temurun;

b. bermukim di wilayah geogralis tertentu;

c. adanya ikatan pada asal usul leluhur;

(21
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d. 1dany1 hubungan yang kuat dengan tanah, air, wilayah, sumberdaya atam;

e, memiliki pranata pemerintahan adat; dan
f. adanya tatanail-h]Ikum adat di wilayah adatrya.

BAB IV
IIAT, KEWA^'IBAIT DA]I PERAIT SERTA MASYARAKAT

pasal s

_Dalam. 
pelaksanaan perlindungan dan pengelolaal Sumber Dayal,aut berbasis kearifan lokal di wilayah Kawati pulau Tomia,

masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk :

a. memperoleh 
_akses terhadap pemanfaatan kawasan perairan yang

telah ditetapkan;

b. memperoleh insentif ekonomi, sosial dan budaya atas
pemanfataan sumber daya pada wilayah Sara Kawati.

c. melakukan kegiatan hukum adat dalr kearifan lokal berdasarkan
hukua adat yaag berlaku dan tidak bertentangan dengarr
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memperoleh manfaat atas pelatsanaan pengelolaan sumber daya
laut yang dilaksanalan dengan kearifan lokal;

e. memperoleh informasi berkenaan dengan perlindungan dan
Pengelolaan Surnber Daya Laut berbasis kearifan lokal;

t melakukan sidang adat (potapaki) atas pelanggaran yang terjadi di
wilayah Sara Kawati;

g. masyarakat adat berhak untuk meqialankar hukum adat.
h. mengajukan laporan dan pengaduaa kepada pihak yang

berwenalg atas kerugian yang menimpa masyarakat trukum adat
yang berkaital dengan pelaksalaan perlindungan dal
pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adau

i. memperoleh pendidikan lingkungan, konservasi dan mitigasi
bencana.

Pasal 6

MaayaJakat adat dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya
laut berbasis masyaralat hukum adat, berkewajiban untuk :

a. memberikan informasi berkenaan dengal perlindungan dan
pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifal lokal;

b. menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian di wilayah
pesisir da! laut;

c. menyampaikal Laporan terjadinya bahaya, pencemaral, dan/atau
perusakar lingkungan di wilayah pesisir dan laut;
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d_

e.

(1)

t2l

meuuntau pelaksanaan rencana perlindungan dan penselolaan
sumber_ daya laut berbasis masyarakat h"il;;;tT^";i;;.h
pesisir dan laut;

Tl"ky"+T program perlindungan dan pengelolaan sumberuaya raut rrerbasis masvarakat hukrm adat yang sudahdisepaJ<ati di ringkat lhbupaten.

pasal 7
Masyarakat hukum adat dapat berperan serta dalamperencanaan, pelaksanaan, darr pengawasan perlindunqan dan
q9nC.:lolggn sumber daya laut berbasis masyarakat h"d; ";;di wilayah pesisir darr laut.
Peran 

_ 
serta masyarakat hukum adat dalam perencanaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. mengidentifrkasi berbagai potensi dan masalah dalam
perlindungan dan pengelolaan sumber daya 1aut berbasis
masyamkat hukum adat;

b. memberikan informasi dalam perencanaan pemarfaatan
sumber daya pesisir dan laut;

c. memberikal masukan dalam menentukan arah perencanaan
pedindungal dan pengelolaan sumber daya laut berbasis
masyarakat hukum adau

d. menyampaikan masukan/usulan terhadap rencana kegiatan
pemanfaatan-sumber daya pesisir dan laut.

P_9ol 
"9.t" masyarakat dalam pelaksanaad sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;

a. memprioritaskan rencana yang telah disepakati;
b. melakukal kegiatan pemarfaatan sumber daya pesisir dan

laut berdasarkan hukum adat yang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undaigan;

c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan efisiensi dan
efektifrtas, serta kelestal-ian fungsi lingkungan di wilayah
pesisir dan laut.

Peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana
dimal<sud pada ayat (1) terdiri dari :

a. memberikan informasi atau laporan dalam pelaksaraan
pemanfaatan sirmber daya di wilayah pesisir dan l^aut;

b. menyampaikaa Laporan dan/atau pengaduan atas kerugiar
yang ditimbulkal berkaitan dengan pelaksalaan pemanfaatan
sumber daya di wilayah pesish dan laut;

c. melaporkan kepada yang berwenang adalya pencemaral
dar/atau kerusakan sumber daya di wilayah pesisir dan laut
yang merugikan kelestarial lingkungan.

(3)

(41
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. (5) Peran serta masyarakat seb_agaimana dimaksud pada ayat (2),' ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undan gan.

BAB V
JENIS BIC/TA YAITG PEUATTFAATAITIIYA

DIATI'R DALAU WIL,AYAII ADAT

Prsal 8
(1) Jenis biota laut dan ekosistem yang dilindungi oleh masyarakat

hukum adat di wilayah adat Kawati pulau Tomia terdiri dari :

a. kima;

b. dugong;

c. penyu (telur dan tukik);
d. pari mantha;

e. lumba-lumba;

f. hiu paus;

g. napoleon;

h. terumbu karang;

i. Pasir laut;
j. Ma-ugrove.

(2) Jenis biota laut yarlg diatur pemanfaatarnya oleh masyarakat
hukum adat di wilayah adat Kawati Pulau Tomia terdiri dari:
a. ikan ole;

b. beronang;

c. urapi;

d. bisuko;

e. tihou (cacing pasir).

(3) Perlindungaa biota laut dalam wilayah adat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat hukum adat
berdasarkan hukum adat yang diatur dan ditetapkan dalam
pranata hukum adat baik tertulis maupun tidak tertulis.

BAB VI
PEMBERDAYAA.IT f ASYANATAT

Pasal 9
(1) Pemberdayaan masyarakat hukum adat dilakukan Pemerintah,

Pemeritah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan Masya.rakat.

(2) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimalsud
pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan
terpadu dengan melibatkan masyarakat hukum adat.



(3) Pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksudpada aJat (1) merrcakup aspek kelembagaan, p"""a"_pl"gur,, a""penyediaan fasilitas.

. BAB VII
I{ELE}IBAGAAIT

pasal 1O

SelepbaCaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3)
bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya peles'taria.r,
pengembanga! darr pemberdayaan masyarakat adat beserta
kearifan lokalnya.

Dd:T l.ht*rgl perlindungan dan pengelolaan sumber daya
pesisir dan laut di wilayah adat Kawati pulau Tomia ditakukin
oleh masyara_kat hukum adat.

Dalam melaksanalan perlindungan dan pengelolaan
sebagaimana dimalsud pada ayat (2), masyarakat hukum adat
mempunyai tugas dan wewenang meliputi :

a. meregistrasi semua kegiatar pemanfaatan berkelanjutan di
wilayah Kawati Pulau Tomia;

b. menjaga dan mengawasi sumber daya pesisir dan laut yalg
berada di wilayah Kawati Pulau Tomia;

c. melaksanakan/menegakkan kearifan lokal;

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

d. memberikan masukan dalam. rangka
kearifanpenyempumaan/pembentukan hukum adat dan

lokal-

Dalam pelaksanaaa tugas maayarakat hukum adat dlbantu oleh
Majelis Sara Kawati Pulau Tomia sesuai dengan kebutuhal.
Pengangkatan Majelis Sara Kawati ditetapkan oleh Sara Kawati
sesuai dengan musyawarah sara adat Kawati di Pulau Tomia.

BAB VIII
PELARAITGAII

Pasel 11

(1) Setiap orang atair badan hukum dilarang melakukan kegiatan
yang dapat mengakibatkal perubahan terhadap perlindungan
dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut berbasis
masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan 1aut.

(2) Perubaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kegiatan mengurangi, merusak, dan menghilangkan fungsi dan
luas di wilayah pesisir dan laut.

(3) Setiap orang atau badan hukum dilararlg mengambil biota laut
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (1).
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(4) Setiap orang atau badan hukum pada wilayah Homali (daerah
perlindungan) dilarang mengambil biota laut sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebelum waktu yang diierafkarr
dan/atau meLakukan kegiaran yang dapat merusakJmencemari
lingkungan taui.

Setiap orang atau badan hukum dila:rang melakukan
pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut
dengaJr cara yang destruLtif di wilayah adat Kawati.
P_engeloaan dan pemarfaatan seca-ra destruktif sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) meliputi:
a. bahan peledak;

b. racun sianida, potas, aka.r tuba, pandita, pukat harimau,
ramuan/obat-obatan yang mengandung racun bahan kimia
atau alamiah lainnya;

c. alat bantu kompresor;

d. penambangan pasir dan kararlg; darr

e. al<tihtas lainnya yang diterefkan dalam musyawarah adat
sebagai sa161, satu jenis pengelolaan yaag merusak
lingkungan yang didukung oleh hasil kajiar ahli.

(5)

(6)

(1)

BAB IX
SAITKSI

' Pasal 12

Setiap orang atau badan hukum yang melarlggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dikenakan sanksi
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalarn masyarakat hukum
adat Kawati Pulau Tomia dart sesuai dengan ketentuan peraturan
perundalg-perundangal.

Setiap orang yalg mengetahui pelangganan atas Pengelolaan dan
perlindungan sumber daya presisir dan laut berbasis masyamkat
hukum adat harus melaporkan kepada majelis Sara Kawati
dan /atau aparat penegak hukum.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), harus disertai
dengan saksi dan bukti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundalg-undangan.

Pemberian salksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hanya dapat dilakukan jika yang bersangkutan telah
diputus bersalah dalam :

a. sidang/forum Majelis sara Kawati yang khusus diadakal atas
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
dan ayat (4);

b. sidalg Peradilan Umum atas pelanggaran peraturar
perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1

ayat (6) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d.

l2l

(3)

(4)
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BAB X
IIETII{TUAIT PEITUTT'P

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundangal
Peraturan Bupati ini dengan penempatalnya dalam Berita Daerah
Kabupaten Walatobi.

di Wangi-\ryangi
o -12 - 201a

Diundangkan di gl
pada tanggal I

SEXRBT

BERITA

o1a

ATEN WAKATOBI,

ATEN WAXAIrOBI TAHUI{ 2()18 NODIOR 45

-d

&Frt9

Hkn-sctulaDhh 01Ar46
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